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BAB |
APA ITU FRAUD?

**k*

Fraud atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara masih
menjadi masalah yang berlanjut hingga saat ini. Reformasi dalam
manajemen keuangan negara belum sepenuhnya berhasil menghilangkan
masalah penipuan. Kecurangan ini dapat merugikan keuangan negara dan
menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), penanganan kasus kecurangan dalam pengelolaan
keuangan negara dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dijelaskan
berdasarkan jenis kasus sebagai berikut.

Penanganan Fraud Tahun 2016-
2020 Berdasarkan Jenis Perkara

Merintangi proses KPK =

Penyalahgunaan Anggaran

Penyuapan
Pengadaan Barang/Jasa -

0 50 100 150 200 250

m 2020 2019 m2018 m2017 m2016

Gambar 1. Penanganan fraud
Sumber: kpk.go.id

Kecurangan terkait pengelolaan keuangan negara yang diungkap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan akan berdampak
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pada lambatnya pertumbuhan ekonomi akibat multiplier effect dari

rendahnya tingkat investasi. Penyediaan layanan kesehatan yang

berkualitas dan pembangunan infrastruktur terhambat karena korupsi di

sektor tersebut mempengaruhi pasokan peralatan kesehatan dan pasokan

obat-obatan serta infrastruktur yang memenuhi spesifikasi. Korupsi
berdampak pada perekonomian, sehingga menyebabkan meningkatnya
angka kemiskinan di masyarakat.

Oleh karena itu, tindakan pencegahan terhadap kecurangan sangat
penting bagi organisasi karena kecurangan dapat merusak sumber daya
yang dimiliki organisasi dan citra organisasi. Baesens (2015) menyatakan
bahwa pencegahan penipuan mengacu pada tindakan yang dapat dilakukan
untuk menghindari atau mengurangi penipuan. Pencegahan penipuan
memerlukan sistem kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan perilaku
penipuan (4ssociation of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2014).

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK),
menyatakan bahwa upaya pencegahan kecurangan selama ini dikaitkan
dengan tugas KPK yang sesuai dengan undang-undang. Akan tetapi
menurut KPK, pencegahan penipuan adalah tanggung jawab seluruh warga
negara, di mana unsur-unsur pemerintahan seharusnya turut serta dalam
pelaksanaan pencegahan penipuan tersebut.

Pada konteks ini, Arens, et al. (2021) mengenali beberapa elemen
pengendalian yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko kecurangan,
termasuk:

1)  Mendorong budaya integritas dan etika tinggi oleh manajemen dan
dewan melalui penerapan program dan pengendalian yang
berlandaskan pada nilai-nilai inti.

2)  Menetapkan tanggung jawab bagi manajemen dalam menilai risiko
kecurangan.

3)  Melakukan pengawasan oleh komite audit terhadap manajemen dan
auditor internal.

Fenomena yang terkait dengan pencegahan fraud atau kecurangan
mencakup dugaan kasus suap perizinan tambak, perikanan atau
pengoperasian dan pengelolaan hasil perairan sejenis lainnya pad atahun
2020 (kpk.go.id, 2020) serta kasus dugaan suap dalam pengadaan bantuan
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sosial untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020 (kpk.go.id, 2020). Pada
kedua kasus tersebut, menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial
saat itu dinyatakan oleh KPK telah melakukan korupsi. Hal ini berdampak
pada upaya pencegahan fraud atau kecurangan di kementerian tersebut,
karena  pimpinan tertinggi yang seharusnya, menurut Arens
mempromosikan budaya kejujuran dan etika yang tinggi, justru terlibat
dalam tindakan kecurangan yang merugikan keuangan negara dan
memperburuk citra pemerintah.

Fenomena lain terkait upaya pencegahan kecurangan adalah kasus
dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan di
DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2016 hingga 2017.
Pada kasus ini, Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan
Tenggara (Sulselbartra) ditangkap oleh KPK (liputan6.com, 2021).
Meskipun demikian, Reformasi Birokrasi di Kementerian Keuangan telah
berlangsung sejak periode I pada tahun 2002 hingga 2006 dan dilanjutkan
dengan periode II sejak tahun 2007 hingga saat ini.

Selain permasalahan kecurangan, terdapat berbagai isu dalam
pengelolaan keuangan negara. Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna
mengungkapkan bahwa BPK RI menemukan 4.094 kasus keuangan dari
5.480 masalah yang diperiksa dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) 1II Tahun 2019. Rinciannya mencakup 2.784 masalah
ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan anggaran sebesar
RP 1,35 triliun (finance.detik.com, 2020). Berdasarkan pemeriksaan
tematik oleh BPK RI terhadap kebijakan PC-PEN pada 241 objek,
ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum mampu mewujudkan
efektivitas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan pengelolaan, dan
tanggung jawab keuangan.

Ketiga aspek utama dalam pencegahan kecurangan dalam keuangan
negara, sebagaimana dipaparkan oleh Arens, et al. (2021), memiliki
keterkaitan yang erat dengan penerapan tata kelola yang baik. Arens
(2021) menjelaskan bahwa manajemen bertanggung jawab dalam
menerapkan prosedur pengelolaan dan pengendalian perusahaan/organisasi
dengan maksud mengurangi risiko penipuan, melalui serangkaian tindakan
pencegahan, penanganan, dan deteksi.
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Sementara itu, Plessis, ean J. du & Low, Chee Keong (du Plessis &
Low, 2017) menjelaskan bahwa pada sektor pemerintahan, good
governance mengacu pada kepemimpinan yang efektif. Pemimpin harus
mampu menghadapi tantangan pemerintahan modern dan memiliki nilai-
nilai moral tanggung jawab, akuntabilitas, keadilan dan transparansi, yang
didasari oleh kewajibab moral yang diwujudkan dalam konsep.

Di dalam konsep New Public Management (NPM), transparansi
merupakan salah satu ciri utama NPM. Pollit dan Bouchaert (2011)
menggambarkan Reformasi Manajemen Publik sebagai transformasi
struktural dan prosedural dalam organisasi sektor publik dengan maksud
untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Adapun sejumlah faktor
yang mendorong perubahan dalam pemerintah menurut David E. McNabb
(2017), yaitu:

a) Masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan
menuntut reformasi.

b)  Pengelolaan kinerja fungsi pemerintahan.

c) Berkurangnya sumber daya dan teknologi yang ketinggalan zaman.

d)  Pembubaran pemerintahan karena pensiunnya pekerja baby boom.

e) Pergeseran struktur organisasi birokrasi tradisional ke korporasi.

f) Tugas untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi intra dan
antarlembaga.

Guna mencapai tujuan tersebut, reformasi birokrasi di Kementerian
Keuangan mulai diakukan pada tahun 2002-2006 (periode I) dengan
serangkaian inovasi, seperti penerbitan Paket Undang-Undang Keuangan
Negara, pemisahan antara penyusunan anggaran dan pelaksanaannya, serta
pendirian Large Tax Office sebagai langkah awal dalam memodernisasi
administrasi perpajakan. Pada tahun 2007, Kementerian Keuangan
melanjutkan Reformasi Birokrasi periode Il dengan langkah besar melalui
tiga pilar utama: Organisasi, Proses Bisnis, dan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara,
Kementerian Keuangan telah menerapkan digitalisasi sistem untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu cara untuk
mendigitalkan sistem pengelolaan fiskal nasional adalah dengan
menerapkan  Modul  Pendapatan Negara (MPN) dan Sistem
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